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A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan akan perekonomian terus mengalami kemajuan dan 
berkembang sangat meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai 
sesuatu yang diinginkan tersebut sangat terbatas, maka dari itu menyebabkan 
manusia yang hidup bersama-sama saling memerlukan bantuan dari manusia 
lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya.  
Beragam cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan 
bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti dengan memberikan 
pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam 
pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam. 
Dalam hal praktik simpan meminjam inipun bukanlah sesuatu yang 
asing ditelinga semua orang, persoalan tersebut selalu kita jumpai pada setiap 
kehidupan di masyarakat. Untuk hal utang piutang sendiripun seakan telah 
menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang 
piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang 
lainnya dan objek yang diperjanikan pada umumnya adalah uang.
1
  
Perjanjian simpan meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas, Buku 
Ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, yang menyebutkan bahwa: 
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 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 





Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 




Biasanya orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya yakni seperti 
meminjam uang atau menyimpan uangnya, mereka datang ke koperasi 
terdekat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Orang-orang 
mempercayakan koperasi untuk menyimpan sebagian uang mereka untuk bisa 
diambil di kemudian hari dan juga meminjam uang ketika mereka sedang 
membutuhkan uang yang sangat mendesak.  
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (association of persons). 
Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, 
yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran 
konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara 
bersama lagi kemanfaatan bersama seperti kegiatan simpan pinjam baik 
dengan sesama anggota koperasi ataupun bukan anggota koperasi itu sendiri.
3
 
Pada koperasi simpan pinjam juga pasti ingin memiliki keuntungan 
dari hasil usahanya untuk meminjamkan atau menyimpan uang dari 
masyarakat. Keuntungan yang diperoleh tersebut ialah yang disebut dengan 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754. 
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bunga. Sekecil apapun bunga yang diberikan kepada nasabah, itu tetap saja 
haram hukumnya dalam Islam. 
Praktek penarikan bunga oleh lembaga semacam koperasi/lembaga 
sejenisnya dalam usaha simpan pinjam, banyak ditemui sangat bervariasi, dan 
biasanya berangkat dari bunga yang tinggi (bukan berarti tidak ada yang 
memberikan bunga yang rendah), dimulai dari angka 10% perbulan sampai 
pada 45% perbulan. Range bunga tersebut biasanya sering dijumpai pada 
"Bank Titil" dari rentenir swasta maupun koperasi rentenir.  
Mekanisme keijanya antara lain: (1) Nasabah mengajukan kredit 
sebesar Rp. 10.000,-, (2) Nasabah mengambil kredit pada hari 0 sebesar Rp. 
9.500, dan (3) Angsuran dilakukan secara harian sebesar Rp. 500,-, selama 26 
hari. Jadi dari Jumlah kredit sebesar Rp. 9.500,- nasabah harus 
mengembalikan sebesarRp. 500,- x26 hari =Rp. 13.000,- atau sama dengan 
membayar bunga sebesar Rp. 3,500,-perbulan (36,8%). 
Sering juga terjadi, dalam prakteknya “Bank Titil” menarik uang 
administrasi yang terkaitkan sebagai uang simpanan koperasi sebagai jaminan 
kredit untuk masyarakat bukan anggota koperasi yang besarnya bervariasi, 
sehingga bukan efektif yang dibayarkan bisa membesar menjadi 40%- 45%.
4
 
Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dari para anggota koperasi 
saja, akan tetapi dari bukan anggota koperasi juga. Dalam hal ini sudah sangat 
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jelas, bahwa koperasi ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap 
anggota maupun bukan anggotanya. Keuntungan tersebut sama saja dengan 
bunga. 
Secara etimologis, riba adalah pertumbuhan (growth), naik (rise), 
membengkak (increase), dan tambahan (addition) atau sesuatu yang lebih, 
bertambah, dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj (22): 5, 
QS. An-Nahl (16): 92, QS. Ar-Rum (30): 39, dan QS. Fushilat (41): 39. Riba 




Hukum Islam melarang pemungutan riba, dan nash larangannya cukup 
jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa riba itu 




Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, “sesungguhnya bunga yang diambil 
oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah 
semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang 
diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-
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 Dalam hal ini Allah berfirman:  
$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’Å+ t/ z ÏΒ (# #θt/ Ìh9$# βÎ) Ο çFΖä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ 
   βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? (#θçΡ sŒ ù'sù 5> ö ysÎ/ z ÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( βÎ) uρ óΟ çFö6è? öΝ à6 n= sù â¨ρâ â‘  
öΝ à6 Ï9≡uθøΒ r& Ÿω šχθßϑ Î= ôàs? Ÿωuρ šχθßϑ n= ôàè? ∩⊄∠∪    
 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya.”  (QS Al-Baqarah: 278-279) 
Sedangkan menurut Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan 
landasan moral, dengan melakukan analogi (qiyas) berdasarkan hikmah, 
bukan illat. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank 
konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang 
merupakan tujuan utama pelarangan riba dalam Al-Qur’an adalah terciptanya 
kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, laa taz’limuuna wa 
laa tuz’laamuun. 
Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa 
riba sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, adalah riba yang menyebabkan 
adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini menjadi 
wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank. 
Karena menurut Abdullah Saaed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang 
menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang 





saat ini sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang 
melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil 




Tetapi sesungguhnya riba adalah termasuk salah satu dosa besar. 
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi 
SAW bersabda: 
شرك باهللا والسحر وقتل النفس التي الاجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول اهللا وما هن قال   
التولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمناتتيم و اهللا اال بالحق واكل الربا واكل مال الي محر   
...الغافالت   
“Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan. “Para sahabat bertanya, 
‘Apa saja, wahai Rasullulah?” Rasullulah menjawab, “Menyekutukan 
Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena 
alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, 
berpaling saat perang dan menuduh zina perempuan-perempuan 




Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa pinjam-meminjam uang 
dengan menggunakan bunga sudah sedemikian rupa kuatnya mempengaruhi 
jiwa, kehidupan, dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup 
dalam masyarakat di zaman kini. Hal ini dapat dikatakan bahwa orang tidak 
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bisa memaksa diri untuk tidak melakukannya (mengambil bunga) karena 
semua itu untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya.
10
  
Padahal ajaran pokok Islam menyatakan bahwa yang termasuk 
katagori riba jika menerapkan pembebanan atau penerimaan bunga dari 
pinjaman modal. Sabda Nabi yang secara khusus melarang bunga pinjaman: 
“setiap pinjaman yang menarik bunga adalah riba”.
11
 
Berbeda dari hukum Islam yang mengatakan bahwa sekecil apapun 
bunga adalah riba, dan riba hukumnya haram, termasuk bunga pada koperasi 
pun bisa dikatakan haram, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam hasil putusan 
Muktamar nya di Malang tahun 1989 mengatakan bahwa bunga pada koperasi 
itu adalah mubah (boleh). Dalam perkembangannya Majelis Tarjih 
Muhammadiyah melakukan pembahasan tentang bunga bank dan bunga pada 
koperasi adalah berbeda. 
Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang dalam 
al-Qur’an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan (zhlum) terhadap 
debitur. Konsideran putusan Muhammadiyah tentang bunga bank 
menyebutkan “nash-nash Al Qur’an dan Sunnah tentang haramnya riba 
mengesan adanya “illah” terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat 
terhadap yang lemah”. 
                                                           
10
 Fuad M. Fahrudin, Riba dalam Bank Koperasi Perseroan Asuransi (Bandung: Offset, 
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Para Ulama berbeda dalam menelaah firman Allah pada ayat Al 
Baqarah ayat 279 dengan kata kunci: 
 βÎ) uρ óΟ çFö6è? öΝà6 n= sù â¨ρâ â‘ öΝ à6 Ï9≡uθøΒ r& Ÿω šχθßϑ Î= ôà s? Ÿωuρ šχθßϑ n= ôà è?   
“dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” 
Ayat ini menegaskan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali dari 
harta yang telah mereka ribakan hanyalah modal-modal mereka yang pertama 
sekali dihutangkan. Dengan demikian, kata kunci di atas menetapkan bahwa 
segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda ataupun 
tidak, telah diharamkan oleh Al Qur’an dengan turunnya ayat tersebut. 
Keputusan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan
12
  
“Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam 
transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok 
pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, 
berdasarkan tempi waktu, berdasarkan presentase”. Jadi setiap 
pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga. 
Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa segala tambahan baik 
sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, apabila adanya unsur zhulm seperti 
yang diisyaratkan oleh ayat di atas. Dengan kata lain, riba yang dilarang al-
Qur’an adalah riba yang mengarah pada ekploitasi manusia yang 
menimbulkan ketidakadilan.  
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Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 





Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkan riba adalah adanya 
penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam bukan adanya 
tambahan. Konsekuwensinya, kalau ‘illat itu ada pada bunga bank, maka 
bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ‘illat 
itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank 
bukanlah riba karena itu tidak haram.
13
 
Sehingga keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai bunga 
bank dapat dilihat bahwa: a. bank dengan sistem riba hukumnya haram dan 
bank tanpa riba adalah halal; b. bunga bank yang diberikan oleh bank-bank 




Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tergambar 
bahwa ulama yang tergabung dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki 
sikap yang toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, maupun 
asuransi. 
 Namun ketetapan yang berkisar antara mutasyabihat, kesadaran akan 
wilayah ijtihad, dan keharaman asuransi konvensional, menunjukan bahwa 
ulama dalam lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan 
proeses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada kesimpulan yang 
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 Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: 





mengarah pada terlaksananya muamalah yang didasarkan nilai-nilai Islami 
yang terkandung dalam Al-Qur’an.
15
   
Dengan demikian dalam koperasi mewujudkan mu’awwanah (tolong 
menolong) di antara sesama anggota. Jika dalam mengembangkan usaha ini 
dengan bunga, sesungguhnya bunga itu diperoleh dari anggota dan akan 
dibagi kepada anggota juga. Muktamar Tarjih di Malang Tahun 1989 
memutuskan bahwa bunga koperasi simpan pinjam hukumnya mubah 
(boleh).
16
 Tentu saja besar bunga pinjaman dari koperasi ditetapkan 
berdasarkan musyawarah dan keadilan, tidak ada yang merugikan dan tidak 
ada pula yang dirugikan. 
Koperasi tidak sama dengan bank, karena tidak semua nasabah bank 
adalah para pendiri bank, sehingga bunga yang dibayarkan oleh nasabah 
kepada bank sebagai keuntungan dari bank tidak menjadi milik nasabah yang 
tentunya keuntungan itu tidak akan dibagikan kepada nasabah. Dengan 
demikian, bank yang menggunakan sistem bunga pasti akan ada pihak yang 
dirugikan. Berdasarkan keterangan tersebut, kiranya dapat menjadi penjelasan 
tentang perbedaan bunga bank dengan bunga dalam koperasi.
17
 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai Hukum Bunga Pinjaman Pada Koperasi, karena belum ada yang 
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meniliti penelitian ini berdasarkan Hasil Muktamar Majelis Tarjih 
Muhammadiyah Malang Tahun 1989 yang kemudian ditinjau dari perspektif 
Hukum Islam, maka peneliti mengambil judul penelitian: “Fatwa Majelis 
Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi 
Perspektif Hukum Islam”. 
B. Penegasan Istilah  
Guna menghindari adanya kesalahan serta kekeliruan dalam 
memahami judul penelitian, maka istilah-istilah penting dalam penyusunan 
skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan 




2. Muhammadiyah adalah salah sebuah organisasi Islam terbesar di 
Indonesia, didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 
november 1912) di Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi 
yang telah mengembuskan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dan 
bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. 
3. Tarjih secara bahasa kata tarjih berarti menguatkan. Kajian tentang tarjih 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 
merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan. Ada 
beberapa pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana hukum bunga pinjaman pada koperasi menurut Fatwa Majelis 
Tarjih Muhammadiyah? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Tarjih 
Muhammadiyah dengan hasil Keputusan Muktamar Tarjih di Malang 
Tahun 1989 tentang bunga koperasi simpan pinjam?  
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum bunga pinjaman pada 
koperasi menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Tarjih 
Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hukum bunga pinjaman pada 
koperasi itu bukan merupakan riba.  
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
                                                                                                                                                                     
19
 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif 





1. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 
pembaca khususnya tentang hukum bunga pada koperasi yang ditinjau dari 
Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi 
dan pengetahuan kepada masyarakat pembaca khususnya tentang hukum 
bunga pinjaman pada koperasi berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih 
Muhammadiyah. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam tinjauan pustaka (timbangan/resensi/pemeriksaan kepustakaan) 
peneliti menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi yang pernah 
dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah 
yang diteliti: (1) Apa saja yang telah dihasilkan dari studi atau penelitian 
terdahulu sehubungan dengan masalah yang ditelitinya. (2) Bagaimana 
penulis menanggapi hasil-hasil studi tadi, baik isi maupun metodenya. 
Dengan demikian penulis harus menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya.20 
Dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan 
suatu data yang sangat penting. 
Penelitian tentang bunga pada koperasi ini bukan yang pertama 
melainkan telah ada penelitian yang mengkaji tentang bunga pada koperasi 
dengan berbagai macam perbedaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti 
mempelajari hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. 
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Sekaligus untuk menemukan aspek perbedaan antara penelitian yang telah ada 
dengan penelitian ini.  
Penelitian yang dilakukan oleh Adi Sugiarto dengan Judul “Fatwa 
MUI Tentang Bunga Bank (Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)”. 
Dalam penelitian saudara Adi Sugiarto mempunyai persamaan dengan 
penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bunga, 
akan tetapi mempunyai perbedaan yakni Saudara Adi Sugiarto meneliti 
tentang munculnya Fatwa MUI yang berisikan pengharaman bunga bank yang 
ditinjau dari segi normatif maupun sosiologis hukum Islam ketika fatwa 
tersebut diterapkan di Indonesia, sedangkan peneliti meneliti hukum bunga 
koperasi yang ditinjau dari putusan fatwa tarjih Muhammadiyah. 
21
 
Penelitian yang dilakukan oleh saudara Iqbal Fadil Fidausi yang 
berjudul “Perbandingan Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 
Nomor: 8 Tahun 2006 dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 
tentang Bunga Bank”. Dalam penelitiannya tersebut, saudara Iqbal Fadil 
Firdausi meneliti tentang fatwa yang terdapat perbedaan mengenai hukum 
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Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nuri Ningsih pada 
penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga yang 
Diperoleh Hasil Kerjasama KSPPS Kospin Syariah dengan BRI 
Konvensional”. Dalam penelitiannya saudari Nuri Ningsih mempunyai 
persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti 
tentang koperasi dan bunga yang diperoleh dari koperasi tersebut yang 
kemudian ditinjau dari hukum Islam, akan tetapi memiliki perbedaan yakni 
saudari Nuri Ningsih meneliti tentang perlakuan koperasi syariah terhadap 
bunga yang diperoleh dari bank konvensional yang tentunya tidak sesuai 
dengan syariat Islam, sedangkan peneliti meneliti hukum bunga koperasi yang 
ditinjau dari putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
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Setelah dilihat dari beberapa skripsi, jurnal dan buku mengenai bunga 
pinjaman pada koperasi yang subjeknya hampir sama, tetapi belum ada yang 
membahas secara khusus mengenai hukum bunga pinjaman pada koperasi 
berdasarkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang kemudian ditinjau 
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Tabel 1: Tinjauan Pustaka 
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Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebelumnya, maka jelas 
bahwasannya penelitian yang peneliti ambil ini berbeda dari yang telah 
peneliti telusuri. Menurut peneliti, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji 
lebih dalam lagi, agar masyarakat Indonesia tahu dan mengerti bagaimana 
hukum bunga pinjaman yang diberikan pada koperasi berdasarkan Fatwa 
Majelis Tarjih Muhamadiyah yang isi putusannya berbeda pendapat dengan 
hukum Islam mengenai hukum bunga pada koperasi.  
G. Sistematika Pembahasan   
Agar penulisan skripsi dan pembahasannya lebih terarah, maka disini 
perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yang 
sistematika pembahasannya sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, merupakan kajian teoritis mengenai konsep Islam tentang 
pengertian fatwa, fatwa dalam hukum Islam, metode pembuatan Fatwa, 
sejarah dan perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, fungsi dan peran 
Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan menjelaskan tentang pengertian riba, 
dasar hukum riba, macam-macam riba, kemudian dilanjutkan dengan 






Bab ketiga, merupakan metode penelitan yang menguraikan semua 
prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian 
berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan 
data, serta teknik pengolahan dan analisis data.  
Bab keempat, merupakan pokok dari skripsi ini yang mencakup 
tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Hasil Keputusan Muktamar 
Tarjih di Malang Tahun 1989 terhadap kedudukan hukum bunga pinjaman 
pada koperasi dan analisis Keputusan Muktamar Tarjih di Malang Tahun 
1989. 
Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 









Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang Tahun 1989 memutuskan 
bahwa koperasi simpan pinjam termasuk bunganya adalah mubah, karena: (1) 
bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada masa 
sekarang, (2) bahwa koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk 
operasionalnya, (3) bahwa ummat Islam diwajibkan bekerjasama dan tolong 
menolong. Tetapi bunga yang dimaksud dalam fatwa Muhammadiyah adalah 
tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam. Majelis tarjih 
Muhammadiyah membolehkan bunga pada koperasi karena adanya akad dari 
koperasi simpan pinjam adalah akad ta’awun/tabarru (tolong menolong). 
2. Riba adalah pengambilan tambahan, dan bunga merupakan tambahan baik 
dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam baik besar atau kecil, 
berlipat ganda atau tidak, secara bathil ini bertentangan dengan prinsip 
muamalah dalam Islam. Dan juga sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah 
ayat 275: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.  
3. Dalam Munas (Musyawarah Nasional) Muhammadiyah yang terakhir tahun 




kalau bunga itu sama dengan riba yang hukumnya adalah haram baik pada 
Bank maupun Lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam. Alasan 
Muhammadiyah pernah memutuskan koperasi simpan pinjam itu adalah 
mubah, karena pada saat itu koperasi disebut dengan Lembaga Kerakyatan 
dan pada zaman dahulu Lembaga Keuangan Syariah belum ada, maka dari 
itu lahirlah kebolehan koperasi simpan pinjam. 
B. Saran 
Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis memaparkan 
beberapa saran yang diharapkan agar bermanfaat bagi semua pihak di 
antaranya: 
1. Muhammadiyah dalam mengkaji permasalahan tentang bunga pinjaman 
koperasi simpan pinjam tersebut diambil dari berbagai sudut pandang yang 
menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi politik, 
budaya dan semisalnya, karena pada dasarnya mufti memberikan fatwa 
sebagai ketetapan hukum sesuai dengan waktu dan keadaannya.  
2. Untuk masyarakat juga harus lebih cerdas dan jangan menggagap bahwa 
Muhammadiyah tidak menimbang terlebih dahulu sebelum pembuatan fatwa 
tapi harus dilihat dulu kenapa alasannya bisa mengahasilkan keputusan seperti 
itu. Akan tetapi Muhammadiyah saat ini pun sudah mengharamkan bunga 
baik Bank maupun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) termasuk koperasi 
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